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ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian
Sosial. Salah Satu Tugas dan Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan
adalah menanggulangi Kemiskinan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah tahapan-
tahapan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Nagari
Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa
saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penanggulangan
kemiskinan di Nagari Gunung Bungku Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam
mengatasi kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan? Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data
menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
adalah studi dokumen dan wawancara, data di analisisa dengan menggunakan
anailis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas
Sosial: membuat Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, BPJS Gratis, Bantuan
Langsung Tunai. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial adalah Data
Penduduk yang Tidak Valid, Verifikasi Lapangan, Keterbatasan Sumber Daya
Manusia, Kendala Teknologi dalam Program Kesejahteraan Masyarakat,
Ketidakpartisipan Masyarakat dan Faktor Geografis. 3) Upaya-upaya yang
dilakukan Dinas Sosial lebih meningkatkan hubungan kerja sama dan skill
Pendamping Program.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Penanggulangan, Kemiskinan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia
maka dibuatlah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan
masyarakat dilndonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan

karena merupakan masalah sosial yang ironis.*

Pembangunan nasional pada negara berkembang masih menjadi titik
fokus utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah negara yang
bersangkutan dalam hal tingginya tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor
yang dominan permasalahan. Dengan demikian, negara berkembang masih
memiliki beberapa masalah yang harus diperhatikan berkaitan dengan

kemiskinan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dihadapkan
dengan masalah kemiskinan. Hal yang paling mendasar yang umum dijumpai

dalam suatu negara berkembang adalah ketidakseimbangan antar

L Jimly Asshiddi, 2015, Konstitusi Bernegara, Setara Press: Malang, him. 22
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jumlah penduduk dengan pendapatan sosial. Terkhusus Provinsi Sumatera
Barat, merupakan provinsi yang cukup padat penduduknya dengan berbagai
macam mata pencaharian. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan

erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat, Dinas Sosial memegang peran penting dalam
melakukan tugas penanggulangan  kemiskinan dan  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik untuk
masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial merupakan instansi yang
bertugas memberikan pelayanan dan dukungan sosial kepada masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden
Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Kesejahteraan sosial dalam arti luas merupakan berbagai tindakan yang
dilakukan oleh manusia agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, Hal ini
tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan fisik saja, tetapi juga ikut
memperhatikan aspek sosial mental dan segi kehidupan spiritual.?
Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang terpenuhi dari segala
bentuk kebutuhan hidup, yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian,

pendidikan dan kesehatan.®

2 Ishandi Rukminto Adi, 2001, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Intervensi
Komunitas, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, him. 4.

3 Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategi
Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerja Sosial, Refika Aditama: Bandung, him. 1-3.
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Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan sosial dan
ekonomi yang telah lama dicari. Di era globalisasi dan perubahan yang cepat,
banyak masyarakat di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan, seperti
kemiskinan, kesenjangan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan
pendidikan yang berkualitas, serta ancaman terhadap lingkungan alam. Di sisi
lain, masyarakat yang sejahtera dapat secara signifikan mendorong
pembangunan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sosial, dan kualitas hidup yang
lebih baik bagi para anggotanya. Pentingnya kesejahteraan sosial semakin
ditekankan ketika berbagai permasalahan global, seperti perubahan iklim,
krisis kesehatan, dan kesenjangan ekonomi, berdampak signifikan terhadap
kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dan

program yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati
kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati
pendidikan, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera di tandai
dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup
hidup dalam lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Masyarakat sejahtera
dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan.
Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.*

4 Serafica Gischa, Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,
https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-
masyarakat#google_vignette
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Pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan
memiliki tanggung jawab diantaranya dalam penanggulangan kemiskinan, hal
ini senada dengan pendapat Dwi Astuti bahwa pemenuhan hak masyarakat
sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur
dan merata. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat.> Salah satu

tanggung jawab pemerintah ialah tentang penuntasan kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi
tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak ikut serta dalam

menjalankan pembangunan atau menikmati hasil hasil pembangunan.®

Tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun secara sosial,
masyarakat masih belum bisa memenuhi hidup yang sejahtera sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya
kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya.

Kemiskinan di Indonesia menjadi satu persoalan yang dari tahun ke

tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai macam kebijakan

> Dwi Astuti, 2021, Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan kemandirian
Masyarakat,  http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/746,
him. 194.

6 Soegijoko, Budi Tjahjati S, dan BISA Kusbiantoro (ed), 1997, Bunga Rampai Perencanaan
Pembangunan di Indonesia, Yayasan Soegijanto Soegijoko: Bandung, him. 137
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pemerintah yang sudah di tetapkan, memang tidak semudah membalik telapak
tangan bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, hal ini
dikarenakan masalah kemiskinan lebih bersifat multi dimensi dari pada
masalah lainnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Usaha untuk mengatasi
masalah kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Penanggulangan  kemiskinan masyarakat merupakan hakikat
pembangunan nasional. Tujuan dari rangkaian pembangunan nasional tidak
hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan
perbaikan angka kemiskinan. Perubahan yang dikehendaki oleh semua lapisan
masyarakat setelah diperbaikinya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat
meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, kemudahan dalam
mendapatkan pelayanan, mendapatkan pendidikan, keikutsertaan masyarakat
dalam proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.” Kemiskinan

adalah salah satu contoh dari masalah ekonomi.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi
dalam memenuhi kebutuhan standar hidup rata rata masyarakat di suatu daerah
tertentu.® Kemiskinan juga ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik berupa papan, sandang dan

pangan. Pada dasarnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak

7 Zubaedi, 2007, Wacana Pembangunan Alternatif, Ar-Ruzz Media: Y ogyakarta, him 18

8 Adam Ubaidilla, Upaya Mengatasi dan Pengentasan Masalah kemiskinan,
https://www.kompasiana.com/adam18881/616469¢10101907d690b8993/upaya-mengatasi-dan-
pengantasan-masalah-kemiskinan
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hanya sekedar tercukupinya kebutuhan akan papan, sandang dan pangan saja,
tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan.® Dalam
esensi, masyarakat yang sejahtera memiliki kemampuan untuk mencapai
potensi mereka secara penuh dan memiliki kualitas sosial yang lebih baik.
Dengan demikian hal ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan
berkelanjutan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat

secara keseluruhan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui
tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu ukuran agregat tingkat
kemiskinan di suatu wilayah di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur
tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan
menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan
pembangunan seringkali diukuru berdasarkan perubahan pada tingkat

kemiskinan.1®

Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2022 pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan mencatat angka kemiskinan tertinggi dalam rentang

waktu 5 tahun terakhir. ! Sebagaimana tabel dibawah ini:

° 1bid.

10 Mohammad Agung, 2001, Kemiskinan di Perkotaan, Penerbit Unissula Press: Semarang,
him. 134.

11 Redaksi, BPS catat angka kemiskinan di Pessel tertinggi dalam 5 tahun terakhir,
https://klikpositif.com/bps-catat-angka-kemiskinan-di-pessel-tertinggi-dalam-5-tahun-terakhir-ini-
penyebabnya/
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Tabel 1.1

Data angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2017-2022

No. TAHUN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
PERSENTASE RIBU JIWA
1 2017 7,79% 35.530
2 2018 7,59% 34.920
3 2019 7,88% 36.510
4 2020 7,61% 35.460
5 2021 7,92% 37.140
6 2022 7,11% 33.780

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin

di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah

37.140 ribu jiwa dan turun pada tahun 2022 dengan jumlah 33.780 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan pengembangan

potensi pariwisata baik peningkatan sarana dan prasarana maupun kesiapan

masyarakat mendukung dan menerima kehadiran wisatawan. Dalam hal ini,

berbagai ajang pameran dibuka setiap tahunnya baik di tingkat provinsi

maupun nasional yang memberikan kesempatan bagi daearah untuk

mempromosikan potensi daerahnya, dari ajang pameran ini juga dapat

dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah

UNIVERSITAS BUNG HATTA



Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat mendorong kemampuan daerah untuk

memenangkan pesaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.?

Hal itu dikarenakan agar Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan
investasi dari pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk
pengembangan berbagai potensi unggulan daerah, terutama pada sektor
pariwisata, karena daerah Kabupaten Pesisir Selatan kaya akan potensi wisata
yang bisa menarik perhatian pengunjung dan tentu bisa membuka lapangan
pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi

angka kemiskinan bagi masyarakat lokal.

Untuk mengatasi masalah naiknya jumlah angka kemiskinan di
Kabupaten Pesisir Selatan, tentunya dibutuhkan suatu usaha dari lembaga
pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan untuk berusaha
menekan angka kemiskinan melalui berbagai macam kebijakan pemberdayaan
masyarakat. Usaha penanggulangan kemiskinan ini diwujudkan supaya
masyarakat tersebut mendapatkan hidup yang layak dan dapat

mengembangkan dirinya serta melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Secara teknis, ini merupakan tugas dan fungsi yang di jalankan oleh
Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan

Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang

12 Marlison, Pemkab Pesisir Selatan kembangkan potensi pariwisata untuk tingkatkan
kesejahteraan  masyarakat.  https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pemkab-pesisir-
selatan-kembangkan-potensi-pariwisata--untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian
dengan judul: “PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS
SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NAGARI
GUNUNG BUNGKUK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN"’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial dalam
penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam
penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kabupaten
Pesisir Selatan?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi
kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai

dalam penelitian.® Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

13 Bambang Dwiloka dan Rati Riana, 2012, Teknik Menulis Karya llmiah, Rineka Cipta:
Jakarta, him. 28.
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1. Untuk menganalisa tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial dalam
penanggulangan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan 1V Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam
penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam
mengatasi kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis
(sociolegal research). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa
studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.'*

2. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.®
Data primer adalah sumber data dan keterangan yang merupakan data yang
diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian
dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

pengumpulan data wawancara atau responden.

14 Bambang Sunggono, 2018, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.
42.

15 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 106.
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.'®
Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data
lapangan yang terkait dengan analisis kebijakan Dinas Sosial dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kabupaten Pesisir
Selatan. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung
data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku,
hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut
antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer berupa:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia

2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial

3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementrian
Sosial

4) Peraturan Mentri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Deskontrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan
Kepala Dinsos Daerah Provinsi dan Dinsos daerah kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2018

16 peter Mahfud Marzuki, 2017, Penelitian Hukun Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Grup:
Jakarta, him. 181.
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5) Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-
buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang
relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
c. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder’, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan cara yang digunakan untuk mencari
data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait,
arsip, catatan, dokumen resmi dan lain sebagainya.8

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proeses Yyang memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, penanya

dan penjawab menggunakan alat yang dinamakan dengan interview

17 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada:Jakarta, him. 31.

18 Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, him. 206.
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guide (panduan wawancara). Wawancara digunakan untuk menggali
informasi atau presepsi subjektif dari informasi terkait dengan topik yang
ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Dengan kata lain,
peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan Bapak Rahmadi
selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, agar penggalian informasi

berlangsung dapat lebih dalam.
4. Analisa Data

Analisa data merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan
data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif,
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna
aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan
hukum yang menjadi objek kajian, pola- pola tadi di analisis lagi dengan

menggunakan teori yang obyektif.*°

19 Burhan Ashshofda, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him. 20.
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